KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS Il JAWA TENGAH

JL AHMAD YAKI| KO 262 | TELP :{0271) 7471302 Fax CAO2T) T AR
(KOMPLEK TERMIMAL TIRTOMNADY) EMAIL : bpldhela=Zalengfhgmail com
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KEPUTUSAN

KEPALA BALAl PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS Il JAWA TENGAH
NOMOR : K - pprosateds (213 Tahun 023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS 11 JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS 1l JAWA TENGAH,

Menimbang - &  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Fublik, penyelenggara pelayanan publik  wajib
menetapkan standar pelayanan;

b.  bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan pads Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas [l Jawa Tengah diperlukan adanya standar
pelavanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan Kepala Balai  Pengelols
Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah tentang
Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas !l Jawa Tengah.

Mengingat - Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 5025);
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
L.embaran Negara R1 Nomor 5038);
3. Undang -Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
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11.

2.

13.

tentang Cipta HKerja Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5594|;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal
Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 306)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penvelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
324);
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Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan
Pengendalian Kendaraan Yang Menggunaksn Jasa
Angkutan Penyeberangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor FM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
Penumpang Angkutan Penyeberangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan
dan Formula Perhitungan  Tarf  Angkutan
Penyeberangan,

Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor IM 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Operasional Penyeberangan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1456);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
dan  Penyelenggaraan  Penimbangan  Kendaraan
Bermotor Di Jalan {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 529;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Anghkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 647);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185).



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas |l Jawa Tengah dalam penyeclenggaraan kegiatan

pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas I Jawa Tengah meliputi:

1. Standar Pelayanan Kantor Induk BPTD yang terdiri dari:
a. Standar Pelayanan Pengawasan Kendaraan Anghkutan

k.

Barang;

- Standar Pelayanan Pemeriksaan Fisik Rancang

Bangun Sarana Angkutan Jalan Untuk Penerbitan
SRUT;

Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB):

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ukur Kapal
Sungai Danau dan Penyeberangan;

Standar Pelayanan Penerbitan Pas Sungai dan Danau;
Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengawakan
Minimum Kapal Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan;

Standar Pelayanan Penerbitan Jadwal Operasional
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;

Standar Pelayanan Layanan Data dan Informasi
Publik;

Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Masyarakat;
Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar
Pelayanan Minimal Anglhutan Sungai Danau dan
Penveberangan; dan

Standar Pelayanan Pemanfaatan BMN terkait Sewa.

2. Standar Pelayanan Terminal Tipe A yang terdiri dari:

.

b.

e

Standar Pelayanan Layanan Data dan Informasi
Publik Terminal Tipe A;

Standar Pelayanan Pengaturan Angkutan Umum; dan
Standar Pelayanan Layanan Penumpang.

3. Standar Pelayanan Penimbangan Kendarasan Bermotor
yvang terdiri dari;

1,

Standar Pelayanan Pengawasan Kendaraan Angkutan
Barang;

m. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan

Barang; dan
Standar Pelayanan Penindakan Kendaraan Angloutan
Barang.

4. Standar Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan



Penyeberangan yang terdiri dar :

a. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan:

b. Standar Pelayanan Surat Persetujuan Olah Gerak
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan: dan

€. Standar Pelayanan Pengawasan Pengisian BBM
[(BUNKER).

KEDUA . Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas [I Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, pelaksanaannya terdiri dari beberapa
komponen yaitu:
1. Standar pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (Service Delivery)

Persyaratan pelayanan;

Sistem, mekanisme dan prosedur;

Janghka walttu penyelesaian;

Biaya ftarif;

Produk pelayanan;

e oA N oo

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2. Standar pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal  organisasi
(IManufacturing)

a. Dasar hukum;

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;

Jumlah pelaksana;

Jaminan pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;

Evaluasi kinerja pelayanan

F®m o8 ap @

EETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas Il Jawa Tengah wajib diterapkan secara penuh
sebagaimana dimaksud dalam Diktum EKEDUA dan wajib
dievaluasi serta diperbaild secara berkelanjutan oleh Kepala
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 11 Jawa Tengah
sekurang-kurangnya satu tahun sekali,

KEEMPAT : Untuk mencrapkan standar pelayanan publik, Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas Il Jaws Tengah wajib menetapkan

maklumat pelayanan.
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Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan
sesual dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dan wajib dipublikasikan.

Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan Publik pada
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 1 Jawa Tengah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan,

Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, Maklumat Pelayanan  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KELIMA, vang tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran II merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hard, maka akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Sekretaris Jenderal;

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.



Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas Il Jawa Tengah
Momar . TElE (213 Tabhun fota
Tanggal : 28 Verember 20723

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS IT JAWA TENGAH

A. STANDAR PELAYANAN KANTOR INDUK BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS I1 JAWA TENGAH :

l. Standar Pelayanan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan
Jalan Untuk Penerbitan SRUT

NO ‘ KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
| Service Delivery)

1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan dari Karoseri
Pelayanan 2. Data Spesifikasi Teknis Kendaraan
4. Surat Keputusan Rancang Bangun -
2. | Sistem, 1. Pemohon {Perusahaan Karoseri) mengajulan
Mekanisme permohonan kepada BPTD melalui website
dan Prosedur http 1/ fujitiperb.dephub.go.id ;
2. Prtugas verifikator BPTD akan memverifikasi data

pengajuan oleh pemohon ;

3. Penguji kendaraan bermotor akan melakukan
pemeriksaan kesesuaian fisik dan rancang bangun
kendaraan;

4. Penguji kendaraan bermotor melakukan penginputan
hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendarasan ke
website hitp -/ fujitiperb.dephub_go.id;

3. Kepala Seksi Sarana meneruskan hasil pemeriksaan ke
Kepala Balai ;

6. Kepala Balai meneruskan hasil pemeriksaan ke
Direktorat Sarana;

7. Direktoral Sarana mengevaluasi hasil pemeriksaan dan
menyetujui/ menolak hasil pengujian;

8. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan
SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan penerbitan
billing FNBF;

9. Kendaraan yang dinyatakan tidak sesuai dengan
desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan
bermotor wajib dilakukan perbaikan dan permohonan
ulang;

10.Pemohon membayar PNBP dan melampirkan bukt
bayar PNBF;

11.e-8RUT dapat diakses secara online melalul akun
Perusahaan Karoseri masing-masing.

J. | Jangka Waktu | Penyelesaian pelayanan pada kantor balai 7 hari kerja.
Penyvelesaian
&, | Biaya,/Tanf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Jenis dan Taril Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Perhubungan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe

(SRUT)

- e, PR




b.

oL

Tempelan, dan Kereta Gandengan tarif Rp 250,000 per
sertifikat;

Mobil Penumpang tarifl Rp 500,000 per sertifikat;
Sepeda Motor tarif Rp 100,000 per sertifikat.

5. | Produk Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun
pelayanan {secara online melalui http:/ fujitiperb.dephub.go.id |
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
' Pengaduan, langsung melahui;
Saran dan 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas 1l Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalud -

Telepon : (0271) 74713092

Nomor Whatsapp : 0851 B687 1392
Email: bptdkelas2jatengagmail .com
Facebook : bptdkelas2jateng

X: @bptdkelas2jateng

- Instagram: bptdkelas2jateng
Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :

a. Telepon : 151

b. Email: infol5l@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhubl51

d X: @kemenhubl5l

e. Instagram: kemenhubl151

Kanal pengaduan SPAN-LAPOR!:

a. Website: www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X: @lapor1708

d. Aplikasi android /10S: SPAN-LAPOR!.

TR OR

Knmpmim Standar P:I'h:-,rana.n yang terkait dengan proses pengelolaan pclayanan
di internal organisasi (Manufacturing)

I. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan;
3. Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Taril Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomeor PM 6 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun
2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor FM 33 Tahun 2018
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
2. | Sarana, 1. Alat Ukur Dimensi;
Prasarana 2. Kendaraan Operasional Pemeriksaan Fisik Rancang
dan fatau Bangun;
Fasilitas 3. Komputer dan Printer;
4. Kamera Digital;
5. Sticker Pemeriksaan Fisik;
6. Mobil Operasional;
7. Alat Tulis Kantor;




8. Alat Ukur Berat Kendaraan,
3. | Kompetensi I;Ei:mpemnsi Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan
Pelaksana jenjang kompetenainva.
4. |Pengawasan | 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendslian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD:
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. |Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : | orang;
Pelaksana 2, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan: 1 orang:
3. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana : | orang;
] 4. Pendamping Penguji Kendaraan Bermotor : 2 orang,
6. | Jaminan 1 Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesual dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur wvang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan;
2 Dilayani Petugas yang memilili sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun:
34 Mendapatkan layanan berdasarkan permohonan.
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasisannya
Keamanan dan tidak dizebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mend
i apatkan penugasan
Keselamatan dari
Pelayanan . atasan Iangau:ng
8. E}'alulnai I, Pelaksanaan evaluasi kinerja pelakszna dilakukan
kinerja secara rutin minimal 1 {satu) kali dalam 1 {satu) tahun:
pelaksana damn
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakal secara
berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
Jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja lavanan,
2. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor (UPUBKE)
NG KOMPONEN URAIAN

Eomponen Standar Pelayvanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
|Service Delivery)

Persyaratan
Pelayanan

Pengajuan surat permohonan  kalibrasi alat uj{"
kendaraan bermotor dari Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota, Pimpinan perusahsaan agen pemegang merk
atau Pimpinan perusahaan swasta;

Bukti Bayar PNBP,

Sisterm,
Mekanisme
dan Prosedur

. Penerbitan Surat

.

i

o e

Pemberitahuan 1 bulan sebelum
jatuh tempo habis masa kalibrasi;

Pemohon (Dinas Perhubungan Kab/Kola, perusahaan
agen pemegang merk, Pimpinan perusahaan swasta)
mengajukan permohonan kalibrasi kepada BPTD;
BPTD akan menerbitkan billing pembavaran PNEP
kalibrasi;

Pemohonn membayar PNBP dan melampirkan bukti
bayar PNBF;

Pelaksanaan kalibrasi oleh petupgas kalibrazi BPTD;
BPTD mengajukan permohonan penerbitan  Surat




Keterangan Hasil Kalibrasi dan stiker kalibrasi;
7. SKHK dan stiker kalibrasi dikitim ke alamat Pemohon
oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Jangka Waltu
Penyelesaian

Total waktu yang dibutuhkan adalah 7 hari kerja

Biaya /Tarif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Perhubungan :

1. Kalibrasi alat uji rem [brake tester);, Rp. 1.000.000,00

Per alat uji;

2. Kalibrasi alat uji lampu utama (headlight tester);,Rp.
1.000.000,00 Per alat uji;

Kalibrasi alat uji kecepatan (speedometer tester);,Rp.
1.000.000,00 Per alat wii;

Kalibrasi alat wji emisi gas buang mesin cetus api
igas analyser);,Rp. 1.000.000,00 Per alat ji;

Kalibrasi alat uji emisi mesin kompresi (smoke
tester);, Rp. 1.000.000,00 Per alat waji;
Kalibrasi alat uji tingkat suara klakson [sound level
meter); Rp. 1.000,000,00 Per alat ufi;
Kalibrasi alat uji berat jaxle load
1.000.000,00 Per alat uji;

Kalibrasi alat uji kincup roda
1,000.000,00 Per alat wiji;

Ralibrasi alat uji kegelapan kaca (tint tester|.,Rp.
1.000.000,00 Per alat wuji.

meter);.Rp.

{=ide slip); . Rp.
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Produk
pelayanan

Berita Acara Hasil Kalibrasi

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan

Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melalui:
I. Layanan Contact Center BFTD Kelas 1l Jawa Tengah
dapat diakses melalui :
Telepon : (0271) 7471392
Noemor Whatsapp : 0851 8687 1392
Email: bptdkelas2jatengigmail. com
Facebook | bptdkelas2jateng
X @hptdkelas2jateng
. Instagram: bptdkelas2jateng
2, Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui ¢
a. Telepon ; 151
b. Email: infol 5l@dephub. go.id
c. Facebook ! kemenhubl51
d
e

Ao

o X @kemenhubl5l
. Instagram: kemenhub151
d. Kanal pengaduan SPAN-LAPORI:
Website: www . lapor.go.id
SMS melalui nomor 1708
X: [@lapor1 708
Aplikasi android [10S5: SPAN-LAPOR!,

RO OP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi [Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Kendaraan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak vang
Berlaku pada Kementerian Perhubungan:




Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Eementerian Perhubungan;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 17 Tahun

2022 tentang Organizasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan:

Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 6 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nemor
KP, 1954/ AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara
Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

o s ]

Alat Kalibrasi

Laptop;

Kendaraan Dinas Operasional;
Alat Tulis Kantor

Kompetensi
Pelaksana

L B2

- Kompetensi yang diperoleh melalul pendidikan dan

pelatihan.

- Pengalaman jika diperlukan.
- Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki

kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini

FEHEHI‘EIIEEM
Internal

b

. Dilakukan  secara

berjenjang  hingga  ditingkar
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkadt:

- Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan

pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:

. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;
- Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumiah
Pelaksana

b3 = Lo

. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 orang;
- Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai

Danau dan Penyeberangan : | orang;

. Petugas Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor : 3

OTang,

. Jasa Teknis dan Administrasi : 2 orang.

Jaminan
Pelayanan

Pelayanan Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor (UPUBKE| sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin
ketepatan waktu pelayanan.

Dilayani Petugas vang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

Jaminan

Keselamatan
| Pelayanan

. Data dan informasi kendaraan dijamin Eerahasinanga

dan tHdak disebarluaskan:

. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan

dari atasan langsung;

Evaluasi
kinerja
pelaksana

. Pelaksanaan Survei

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan

secara rutin minimal 1 [satu) kali dalam 1 {satu) tahun:
dan

Kepuasan Masyarakat secara
berkala setelah pemberian layvanan kepada pengguna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.




4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ukur

Penyeberangan

Kapal Sungai Danau dan

MO |

KOMPONEN

URAIAN

1

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayvanan |
(Service Detlivery)
—

Persyaratan
Pelayanan

Surat Permohonan Pengrunaan Nama Kapal,
Surat Permohonan Pengulkouran:

Surat Permohonan Pendaftaran Kapal;

Surat Keterangan Tukang/Galangan:
Identitas Pemilik Kapal;

NPWF;

Bukti Hak Milik Atas Kapal Bermaterai :
Gambar Kapal; '
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,

LD S R

Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon atau pemilik kapal mengajukan permohonan
ke BPTD dengan mengirimkan softcopy persyaratan:

2. BPTD melakukan verifikasi permohonan ukur kapal;

3. Jika permohonan lengkap, maka Ahli Ukur BPTD
melakukan pengukuran kapal dilanjutkan dengan
menyusun Daftar Ulcur Kapal untuk selanjutnya
disahkan oleh Ditjen Hubdat;

4. Setelah mendapatkan pengesahan Daftar Ukur makan
Ahli Ukur membuat Surat Ukur Kapal.

Jangka Waldu
Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya/Tarif

- 1. Untuk Kapal < GT 7 tidak terdapat pembayaran;

2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal

GT 7 s.d GT 35 sebesar Rp 50.000;

GT 36 s.d GT 174 sehesar Rp 75.000;

GT 175 s.d GT 499 sebesar Rp 300.000;
GT 500 s.d GT 3000 sebesar Rp 1.000.000;
Lebih dari GT 3000 sebesar Rp 50.000;

pppop

(PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan)

Produk
pelavanan

Surat Ukur Kapal

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melahai:
1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Jawa Tengah
dapat diakses melalui :
Telepon - (0271) 7471392
Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
Email: bptdkelas2jatengmemail. com
Facebook : bptdkelas2jateng
X: @bptdkelasljateng
Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol 51i@dephub. go.id
c. Facebook : kemenhubl51
d
e

mopogn

- Xrimkemenhubl5l
. Instagram: kemenhubl51

4. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
Website: worw.lapor.go.id
SMS melalui nomar 1708

X: @laporl 708
Aplikasi android /i05: 5P4N-LAPORL.

B0 ok




Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi {Manufacturing

pelaksana

' 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran:
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengrelola Transportasi Darar:
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP. 988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal
Angkutan Penyeberangan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP. 3424 /AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal
Angkutan Sungai dan Danau:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajal Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2, Sarana, 1. Alat Ukur:
Prasarana 2. ATK;
dan/atau 3. Komputer dan Printer;
Fasilitas 4, Beragam Taktikal dan APD;
2. Kendaraamn.
3. | Kompetensi PNS yang telah mengikuti Diklat Ahli Ukur Kapal dan telah
Pelaksana dikukuhkan oleh Dirjen Hubdat.
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang  hingga ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
4. Dilakukan sistern pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
<. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;
. 4. Dilakukan secara berkelanjutan .
3. | Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 orang;
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau
Penyeberangan : 1 orang
3. Ahli Ukur Kapal : 1 orang
. 4. Petugas Pembantu Ukur Kapal : 2 orang
b, |Jaminan
Pelayanan l. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan,
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan fresponsif, komunikatif, sopan, dan santun.
| 7. |Jaminan
Keamanan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasisannya
dan dan tidak disebarluaskan;
Keselamatan 2, Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Pelayanan dari atasan langsung;
8. E_""'E'"T’ Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara

rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 [satu) tahun.




4. Standar Pelayanan Penerbitan Pas Sungai dan Danau

NO KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

[Service Delivery)

1. | Persyaratan 1. Burat Permohonan;

Pelayanan 2. Bukti Hak Milik Kapal;
3. Identitas Kapal; dan
4. Surat Ukur Kapal,

2. | Sistem, 1. Pengajuan berkas permohonan di kantor setempat:
Mekanizme 2. Pemeriksaan berkas: o
dan Prosedur | 3. Proses izin persyaratan pas sungai dan danau: dan

4. Penyerahan izin surat.

3. |dJangka Waktu | 90 Hari Kerja

Penyelesaian

4. | Biaya/Tari

1. ;L.P%m:nksaan teknis dokumen surat Tands Kebangsaan
pal;
<. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal :
a. GT 7 s.d GT 100 sebesar Rp. 500.000:
b. Lebih dari GT 100 s,d GT 499 sebesar Rp. 125.000;
c. Lebih dari GT 500 sd GT 1.500 sebesar Rp.

1. 000.000;

d. Lebih dari GT 1500 sd GT 5000 sebesar Rp.
2.500.000;

e. Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 sebesar Rp.
4.000.000;

f. Lebih dari GT 10000 sd GT 20000 sebesar Rp.
3.000,000;

g. Lebih dari GT 20000 sd GT 30000 scbesar Rp.
7.500.000;

h. Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 sebsar Rp.
10.000.000;

i.  Lebih dari GT 40000 s.d GT S0000 sebesar Rp.
15.000.000;

J+  Lebih dan GT 50000 Rp. 27.500.000.

3. l;'c::gulnﬂmnm ! Endorsment Surat Tanda Kebangsaan

pal :

a. OT 7 s.d GT 100 Rp. 50.000;

b. Lebih dari GT 100 s.d GT 500 sebesar Rp. 100.000;

¢. Lebih dari GT 500 sd GT 1500 sebesar Rp.
150.000;

d. Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 sebesar Rp.
150.000;

€. Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 sebesar Ep.
250.000;

£ Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 sehesar Rp.
J00.000;

g- Lebih dari GT 20000 sebesar Rp. 350,000,

(PP Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan)

5. | Produk
pelayanan

Penerbitan Pas Sungai dan Danau

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Maszukan

Penpgaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melahai:
1. Layanan Contact Center BFTD Kelas II Jawa Tengah
dapat diakses melahai ;
a. Telepon : (0271) 7471392
b. Nomor Whatsapp ; 0851 B687 1392




€. Email: bptdkelasZjateng@gmail com
d. Facebook : bptdkelas2iateng

e, X @bptdkelasZjateng

£ Instagram: bptdkelas@jateng
Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melakui :

a. Telepon : 151

b. Email: infol5 l@dephub,go.id

¢. Facebook : kemenhubl51

d. X:j@kemenhublSl

e. Instagram: kemenhubl5S1

Kanal pengadusn SPAN-LAPOR!:

a. Website: wwaw lapor.go.id

b. SMS melalui nemor 1708

c. X @laporl 708

d. Aplikasi android/i0S: SPAN-LAPOR!.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi(Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang - Undang Nemer 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat:

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP.9B8/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal
Angkutan Penyeberangan;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal
Sungai dan Danau;

PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan.

Prasarana
dan/atau
Fasilitas

bl

Komputer dan Printer;
Alat Scanner:

Alat Ulour;

APD;

ATK; dan

Kendaraan.

Kompetensi
Pelaksana

ol

Kompetensi awak kapal sungai dan danau;
Sertifikasi kecakapan awak kapal;
Uji koempetensi awak kapal sungai dan danau.

Pengawasan
Internal

- Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat

pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

. Pengewasan internal oleh Kepala BPTD;
. Dilakukan secara berkelanjutan,

Jumlah

- Staf Kompeten Bidang TSDP : 1 orang

Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 orang

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan
Penyeberangen ; 1 orang

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balikmama Kapal : 1
orang

Jaminan
Pelayanan

Pelayanan pemeriksasn fisik kapal sungai danau sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan




menjamin ketepatan waktu pelayanan:

2 Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, telit,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7. | Jaminan
Keamanan L. Data dan informasi kendaraan dijamin
I'lli:ﬂll kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan:
P:r:hmﬂtﬂﬂ 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan pernLgasan
e dari atasan langsung;
B, Eval i R
| i E.':"” Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
la] rutin minimal 1 [satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikkat Pengawalan Minimum Kapal
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

KO KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

| Service Delivery)
1. | Perasyaratan
. Pelayanan 1. Surat Permohonan Penerbitan Dokumen Keselamatan

Pengawakan Minimum (Safe Manning},

Copy sertifikat keselamatan kapal;

Copy Surat Laut;

Copy Surat Ukur;

Sertifikat Awak Kapal {Crewlistj, COC,COE,COP.NTR;
Daftar Awak Kapal;

Daftar dan Jumlah Jabatan di kapal; dan

. _ahip Particular,

BED Uk W

2. Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur

Pemilik Mengajukan Surat Permohonan ke BPTD unmuk
selanjutnya dilakukan tindak lanjut pemeriksaan fisik
eksisting Jumlah Jabatan , Sertifikat Awak Kapal [Crew
list) dan Jumlah Awak Kapal.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

3 Hari Kerja

4. Biaya/Tarif

1. Pemeriksaan Teknis Pengawakan per pemeriksaan Rp,
250.000,00;

2. Penerbitan Sertifikat Pengawakan : Lebih dari GT 175
per sertifikat Rp. 170.000,00

pelayanan

Penerbitan Sertifikat Pengawakan Minimum Kapal
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara |

langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BFTD Kelas 11 Jawa Tengah
dapat diakses melalui :

Telepon : (0271) 7471392

Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392

Email: bptdkelasZjatengagmail.com

Facehook : bptdkelas2jateng

X: whptdkelas2jateng
f. Instagram: bptdkelas2jateng

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :

Telepon @ 151

Email: infol5 l@dephub.go.id

Facebook : kemenhubl51

X kemenhubls]

Instagram: kemenhubl3l

panop

mRN T




3.

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:

a. Website: www lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

¢, X:flaporl708

d. Aplikasi android/i0S: SP4N-LAPOR!

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan |
di internal organisasi {Manufacturing)

1. | Dasar Hukum
l. Undang-Undang Nomor 17 Tashun 2008 tentang
Pelayaran;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan; _
3. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor: 6 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat;
% Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 2002 Nemor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4227);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 70 Tahun
2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi
Serta Dinas Jaga Laut;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : KP.98B/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal
Anglkutan Penveberangan;
7. Surat Edaran Nomor : SE - DJPD 5 Tahun 2023
Tentang Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimal
Kapal Angiutan Penyeberangan.
2. | Sarana, 1. Perangkat Komputer;
Prasarana 2. ATK;
dan/atau 3. APD di Lapangan; dan
Fasilitas 4. Kendaraan Operasional
3. | Kompetensi 1. Petugas Verifikator;
Pelaksana 2. SByahbandar;
3. Marine [nspector, o
4. | Pengawasan | 1. Dilakukan secara berjenjang hingga  ditngkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistemn pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan [ungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD:
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah : | orang;
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan: 1 crang;
3. Marine Inspector : 1 orang;
4. Syahbandar ; 1 orang; dan
3. Petugas Verifikator : 1 orang
6. |Jaminan | Pelayanan pemeriksaan Sertifikat sesuai dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan
menijamin ketepatan waktu pelayanan;
2 Dilayani Petugas yang memililkd sifat ramah, telit,
celatan/ responsil, komunikatif, sopan, dan santun.
7. | Jaminan
Keamanan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya
dan dan tidak disebarluaskan;
Keselamatan | 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Pelayanan dari atasan langsung;
L E’;a;;f] Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara

rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (sata) tahuan.




7. Standar Pelayanan Penerbitan Jadwal Operasional Angloutan Sungai Danau
dan Penyeberangan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penvampaian pelayanan

(Service Delivery)
1. | Persvaratan Surat Permohonan Persetujuan Jadwal Operasional
Pelayanan Kapal Motor Penyeberangan
2. | Sistem, 1. Mengajukan Surat Pemohon ke BPTD
Mekanisme a. Surat permohonan dari Operator Kapal/ PT, ASDP;
dan Prosedur b. Cuaca dari BMKG; dan
¢. Pasang surut air.

2. BFTD melakukan verifikasi persyaratan dan mengecek
kelengkapan dokumen;

3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi |
persyaratan maka penetapan jadwal operasional KMP |
diterbitkan oleh BPTD.

4. |Jangka Waktu | 5 Hari Kerja

L Penyelesaian

5. |Biaya/Tarif | Tidak ada PNEP

6. | Produk Persetujuan Jadwal Operasi
pelayanan

7. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaiitan secara |
Petigaduan, langsung melahui:
Saran dan | 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui

a. Telepon : (0271) 7471392

Nomor Whatsapp : 0851 B6ET 1392
Email: bptdkelasljatengigmail. com
Facebook : bptdkelas2jateng

e. X: @bptdkelas2jateng

f. Instagram: bptdkelas2jateng
Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui ;

a, Telepon : 151

b. Email: infol51@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhubl51

d. XK @kemenhublsl

e. Instagram: kemenhubl51

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website: www_ lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

e. X @laporly08
d, Aplikasl android /i0S: SPAN-LAPORL

b.
c,
d.

Komponen Standar Pelayanan
di internal organisasi | Manufacturing)

yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

3:

Dasar Hulgim

1. Undang Undang Nomer 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
Minimal Anghkutan Penyeberangan;

- Burat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

2.

3.




Darat Nomor : KP - DJPD 2464 Tahun 2021 Tentang |

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kepada BPTD untuk Penerbitan SPM Kapal
Angkutan Penyeberangan:

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 6 Tehun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

2, | Sarana, 1. Komputer;
Prasarana 2. Printer:
danf_amu 3. Scanner; dan
e 4, Alat Tulis Kantor.
3. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan mengoperasl komputer; dan
Pelaksana 2. Memahami pengeoperasian pelabuhan penyeberangan.
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditinglkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; '
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;
_ 4. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah i. Kepala BPTD Kelas 1l Jawa Tengah: 1 Orang;
Pelaksana 2. Kepala Seksi LLISDPP : | Orang;
<. Wasatpel PP : 1 Orang;
4. Stafl Satpe] PP : 2 Orang;
9. Staff Seksi LLJSDPP : 1 Orang.
6. |Jaminan 1. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
Pelayanan cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

T Jaminan

1. Data dan informasi kendaraan dijamin kershasiaannva

Keamanan dan tidak disebarluaskan; '
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Keselamatan dari atasan langsung;
Pelayanan

8. E‘;“.Em Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
pmf{lsm rutin minimal 1 {satu) kali dalam 1 {satu) tahun:

8. Standar Pelayanan Layanan Data dan Informasi Publik

L=

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan wvang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery|

1. | Persyaratan

1. Surat Permohonan

Pelayanan -
2, | Sistem, 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan ke Kepala
Mekanisme BFTD;
dan Prosedur | 2. Verifikator BPTD memeriksa syarat-syarat pengajuan
permohonan;

3. Verifikator BPTD mengkoordinasi kepads masing-

masing seksi untuk melanjutkan permohonan;

Verifikator BPTD mengarsipkan surat permohonan;

Verifikator BPFTD membuat laporan layanan informasi

publik;

6. Verifikator BPTD melaporkan rekapan laporan layanan
mformasi publik kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha tiap bulan.

o

Jd. |Jangka Waktu

Penvelesaian

7 hari

Biaya/Taril

Tidak Ada




| Produk

Data dan Informasi Publik baik online maupun offfine .

pelayanan Contoh ! Spanduk Layanan Informasi Publik di masing-
masing satuan pelayanan (offling) dan Feed di media sosial
(online. |
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secars
Pengaduan, langaung melahai:
Saran dan | 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui :

Telepon : (0271) 7471392

Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392

Email: bptdkelas2jateng@gmail.com

Facebook : bptdkelas2jateng

X: dibptdkelas2jateng

Instagram: bptdkelas2jateng

2. l.-ay&na.n Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
meialui !

Telepon : 151

Email: infol 5ladephub. o jd

Facebook : kemenhub151

X: @kemenhub 151

Instagram: kemenhub151

3. l{a.nal pengaduan SP4N-LAPOR!:

Website: vwww lapor.go.id

SMS melalui nomor 1708

X: @lapor1 708

Aplikasi android /i0S: SP4N-LAPORL

mopope

Panope

Ao

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal prganisasi (Manufacturing

1. | Dasar | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
Hukum 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4846;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
J. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap
Felaksanaan (TTP} Komunikasi Publik (Humas) di
Lingkungan Departemen Perhubungan.
2, | Sarana,
Prasarana 1. Laptop;
dan/atau 2. Kamera
Fasilitas 3. Handphone.
3. | Kompetensi Kompetensi Pengelola Data dan Informasi Publik
Pelaksana
4. | Pengawasan 1, Dilakukan secara berjenjang hingga  ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggl Madya terkait;
2, Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;,
4, Dilakukan secara berkelanjutan
5. | Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : | orang
Pelaksana 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
3. Pengelola Data Informasl : 3 orang
6. |Jaminan l. Pelayanan Data dan Informasi Publik sesuai dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan




menjamin ketepatan waktu pelayanan;
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan,/ responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

Jaminan

Keselamatan
Pelayanan

1. Data dan informasi kendaraan dijamin
kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan:

2, Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

| Evaluasi

kinerja
pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinetja pelaksana dilakukan
secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

2, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala setelah pemberian layanan kepada pPengEuna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

9,

NO

Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Masyarakat

KOMPONEN

URAIAN

; Komponen Standar Pelayanan
(Service Delivery)

1.

yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

Persvaratan

Pelayanan

Laporan pengaduan masyarakat dari sosial media dan |

nomor pengaduan,

2.

Sistem,
Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan informasi pengaduan ke
Verifikator BPTD;

2. Verifikator BPTD memeriksa informasi pengaduan;

3. Verifikator BPFTD mengkoordinasi kepada MASING-
masing seksi untuk melanjutkan informasi pengaduan:

4. Verifikator menindaklanjuti hasil penpaduan dari

laporan seksi masing-masing;

Verifikator BPTD mengarsipkan dats

pengaduan;

Verifikator BPTD membuat laporan layanan informasi

. pengaduan;

. Verifikator BPFTD melaporkan laporan layanan
informasi pengaduan kepada Kepala gﬁh Bagian Tata
Usaha tiap bulan.

o

informasi

Jangka Wakitu
Fenyelesaian

7 - 14 hari kerja

Biaya/Tarifl

| Tidak Ada

10

pelayanan

Tindak Lanjut Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat

i1.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melahai:
l. Layanan Contact Center BFTD Kelas 11 Jawa Tengah
dapat diakses melalui ;
Telepon : [0271) 7471392
Nomor Whatsapp : 0851 BAET 1392
Email: bptdkelas2jatengiigmail com
Facebook : bptdkelas2jateng
X: @hptdkelas2jateng
. Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol51@dephub.go.id
¢. Faccbook : kemenhubl51
d. X:@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51

s L = P = |




| 3.

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
a. Website: www lapor.go.id

b. SMSE melalui nomor 1708
. XN @laporl 708
d. Aplikasi android /10S: SPAN-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi {Manufacturing)
1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor ; 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun
4008 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap |
Pelaksanaan (TTP] Komunikasi Publik (Humas] di
Lingkungan Departemen Perhubungan.
2. Sarans,
Prasarana 1. Laptop;
dan/atau 2. Handphone
Fasilitas . _ _
3. | Kompetensi l. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan
Pelaksana pelatihan;
2. Pengalaman jika dipertukan;
3. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memilili
kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini

4. | Pengawasan L. Dilakukan secara berjenjang hingga  ditingkat

Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 orang;
Pelaksana 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang;
3. Pengelola Data dan Informasi Aduan : 3 orang,
6. | Jaminan 1 Pelavanan pengaduan masyarakat sesusi dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan; dan
2 Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, telit,
cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

7. | Jaminan
Keamanan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya
dan dan tidak disebarluaskan;

Keselamatan | 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Pelayanan dan atasan langsung;

8. | Evaluasi I. Pelaksanaan evaluasl kinerja pelaksana dilakukan
kinerja secara rutin minimal 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun;
pelaksana | dan

2. Pelaksanaan Survel Kepuasan Masyarakat secara

berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa puna perbaikan dan peningkatan kinerja lavanan,




10. Standar

Pelayanan Penerbitan

Sertifikat Standar Pelayanan Minimal

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

KO

KOMPONEN

URAIAN

|Serice Delivery)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan

1, Persyaratan
Pelayanan

Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat SPM:
Sertifikat Statutoria;
Sertifikat Klas.

o

2. | Sistem,

Mekanisme
dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi |

persvaratan kepada BPTD;

Petugas BPFTD melakukan verifikasi persyaratan dan

mengecek kelengkapan dokumen:

Pemohon melakukan pembayaran PNBP:

Petugas melakukan survei pemeriksaan SPM kapal;

mah j.@gitalmn “ dan memenuhi syarat, |
sertifikat pemenuhan SPM ka nyeberan

yang diterbitkan oleh BPTD. PR =

mpw K

Waktu

Penyelesaian

7 Hari Kerja

4. Biaya /Tarif

Kapal s.d. GT 1000 sebesar 15.000.000;
Kapal lebih dari GT 1000 s.d. GT 5000 sebesar
20.000.000:;

Kapal lebih dari GT 5000 s.d. GT 10000 ssbesar
25.000.000;

Kapal diatas GT 10000 sebesar 30.000.000,

& W e

(PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan)

3. Produk

Vanan

Sertifikat pemenuhan SPM kapal penyeberangan

Masukan

6. Penanganan
Pengaduan,
Saran dan

| 4. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara

langsung melalui:

l.Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah
dapat diakses melalui :

Telepon : (0271) 7471392

Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392

Email: bptdkelasdjatengigmail com

Facebook : bptdkelas2jateng

X: @hpidkelas2jateng

Instagram: bptdkelas2jateng

™A A0 TR

mekalui ;
a. Telepon : 151
b. Email: nfol5ludephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl5]
d. X: @kemenhubl51
¢, Instagram: kemenhubl5]
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
&, Website: www lapor oo bd
b. SMS melalui nomor 1708
c. X: @lapor1708
d. Aplikasi android/i0S: SP4N-LAPOR!.

Tfumpunen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaasn pelayanan

---------

1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008

Pelayaran;

tentang




2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM & Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat:

4. Peraturan Menteri Perhubungasn Republik Indonesia

Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Penyeberangan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Anglutan Penyeberangan,

2. | Sarana, 1. Komputer dan Printer;
Prasarana 2. Kendaraan;
dan/atau 3. APD; dan
Fasilitas 4. ATK.
3. | Kompetensi ASN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang
Pelaksana angkutan sungai danau dan penyveberangan dan
dikukuhkan cleh Dirjen Hubdat.
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga  ditingkat |
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait:
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh [nspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;
4. Dilakukan secara berkelanjutan
9, |Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 crang;
Pelaksana 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan: | erang:
3. Staf Seksi Sarana dan Anghutan Jalan Sungai Danau
dan Penyeberangan: 3 orang
6. |Jaminan 1. Pelayanan penerbitan sertifikat standar pelayanan
Pelayanan minimal angkutan sungai danau dan penyeberangan
sesuai dengan standar operasional prosedur vang
berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayaran;
2. Dilayani petugas vang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, santun,
7. | Jaminan 1. Data dan informasi dijamin kerahasiaannya dan tidak
Keamanan disebarluaskan;
dan <. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Keselamatan dari atasan langsung,
Pelayanan
. MFME Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
kinezja rutin minimal 1 (satu) tahun.
pelaksana

11, Standar Pelayanan Pemanfaatan BMN terkait Sewa

NO

KOMFPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan |Service Delivery)

1.

Ptra:.r:amr;a.n
Pelayanan

Pengajuan Sewa

Calon mitra mengajukan permohonan Pemanfaatan
kepada Pengawas Satuan Pelayanan, Pengawas Satuan
Pelayanan mengajukan nota dinas kepada Pengguna
Barang disertai berkas yang dipersyaratkan. Permohonan
disertai proposal bisnis/kelayakan bisnis yang akan
berjalan di objek Pemanfaatan.




E{ﬁ:em.
Mekaniame
dan Prosedur

SOF umum Pemanfaatan BMN [Barang Milik Negara) !

I. Calon mitra mengajukan permohonan Pemanfaatan
kepada Pengawas Satuan Pelayanan, Pengawas
Satunn Pelayanan Melakukan pemeriksaan usulan
lalu  meneruskan permohonan kepada Pengguna
Barang  Permochonan  disertai  berkas yang
dipersyaratkan berupa :

& Pengajuan UMKM : Surat Keterangan UMKM
dari Dinas Koperasi dan Perindustrian
disertai surat pernyataan, surat permohonan
dan KTP vang berlaku;

b. Pengajuan Koperasi : Akta Koperasi, surat
pernyatsan, surat permohonan dan KTP

Ketua Koperasi;

¢. Pengajuan Bisnis / Umum : surat
perfiyataan, surat permohonan dan KTP,
Permohonan disertai proposal
biznis /kelayakan bisnis yang akan berjalan di
objek Pemanfaatan;

<. Dalam hal permohonan pemanfastan berasal dari |

calon mitra, Pengguna melakukan penelitian awal atas .

permohonan tersebut, lalu mengajukan permohonan
persefujuan ke Pengelola Barang. Pengguna Barang
juga dapat mengambil inisiatif scbagai pemohon
pemanfastan (belum ada calon mitra):

3. Pengelola melakukan penelitian atas permohonan dan
berkas-berkas yang disampaikan oleh calon mitra
dan/atau Pengguna Barang. Dalam hal permohonan
tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan
penolakan dan alasannya. Dalam hal dapat
dilanjutkan, Pengelola menugaskan Penilai;

4. Mcmpertimbangkan hasil penilaian dan/atau tim vang

dibentuk, Pengelola Barang menerbitkan surat

persetujuan pemanfaatan BMN dengan
mencantumkan hal-hal yang dipersyaratkan, misal:

tarif, jangka waktu, peruntukan, dil:

Surat persetujuan dari Pengelola Barang menjadi

dasar Pengguna Barang untuk melakukan pemilihan

mitra.  Pemilihan  dilakukan dengan  Tender,
penunjukan langsung, atau Lelang Hak Menikmati,

Pengguna Barang menetapkan mitra Pemanfaatan dan

hal-hal teknia terksit pemanfaatan dalam Surat

Reputusan;

6. Surat Keputusan menjadi dasar Pengguna Barang dan
Mitra melakukan perjanjian kerja sama., Dalam
perjanjian diatur mengenai tarif, jangka waktu, hak
dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipersyaratkan.
Perjanjian Sewa

1. Perjanjian ditandatangani oleh penyews dan Pengelola
Barang/Pengguna Barang, Perjanjian Sewa untuk
infrastruktur dituangkan dalam akta notariil;

2. Perjanjian Sewa ditandatangani paling lama 3 bulan
sejak keputusan Sewafsurat persetujuan diterbitkan;

3. Fotokopi perjanjian Sewa di Pengguna Barang
disampaikan ke Pengelola paling lambat 7 hari setelah
penandatanganan;

4. Pengakhiran Sewa disampaikan secara tertulis kepada
penvewa tanpa melalui pengadilan;

5. Pengakhiran sepihak dalam hal penyewa tidak
melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian;

6. Sewa berakhir dalam hal berakhimya jangka walktu,

o




pengakhiran sepihak, berakhirmnya perjanjian, atau
karena ketentuan lain sesuai peraturan.

Jangka Waktu | .
Penyelesai 15 Hari Kerja
Biaya/Tarif Peraturan Menterl Keuangan Nomor 115/PMK.06,2020 |
tentang Pemanfaatan BMN
Formuls Besaram Sewa = Tarid Pokok Sewa x /00 Do
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Produk ,
| Sewa Gedung dan Sewa Lahan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melahui;
Saran dan
Masub l.Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah

dapat diakses melalul :
a. Telepon : (0271) 7471392
b. Nomor Whatsapp : 0851 B687 1392
c. Email: bptdkelas2jatengiigmail.com
d. Facebook : bptdkelas2jateng
e, X: @bptdkelas2jateng
. Instagram: bptdkelasZjateng

2, Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses |
melalui
a. Telepon : 151
b. Email: infol5 l@dephub.go.id
c. Facebook : kemenhubl51
d. X:@kemenhublSl
e. Instagram: kemenhubl51

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
a. Website: www lapor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708

c. X:{@laporl70OB
d. Aplikasi android /105: SP4N-LAPORL.




Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi|Manufacturing)

1.

Dasar Hultam

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Menter Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK.06/2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomar
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik
MNegara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6,/2021
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara;

7. Reputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Barang
Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk
Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Sarana,
Prazarans
dan/atau
Fasilitas

. Mohbil operasional;

- Aplikasi Simpaoni;

- Laptop atau PC; dan
. Printer

= L b o=

Kompetensi
Pelaksana

=1

. Memahami Peraturan terkait Pengelolaan  dan
Pemanfaatan BMN:

2. Bimbingan  Teknis  terkait Pengelolaan  dan

FPemanfaatan BMN dan aplikasi pendukungnya.

Pengawaszan
Internal

|. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggl Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

3. Pengawasan internal cleh Kepala BPTD:

. Dilakukan secara berkelanjutan.

S

Jumiah
Pelaksana

. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengeh : | orang,

. Kepala Subbag TU : 1 orang;

. Pengelola Urusan Kerumahtanggaan : 1 orang;

. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang
Transportasi Darat Non PNS dengan Perjanjian Kerja : 1
OTANE.

£ R

Jaminan
Pelayanan

1. Pelayanan Pemanfaatan BMN terkait sewa dan pinjam
pakai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu
pelavanan;

2, Dilayani Petugas vang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan

1. Data dan informasi penyewa dijamin kerahasiaannya
dan tidak disebarluaskan;

2. Petugas yang melayvani telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.




Pelayanan 1

8. | Evaluasi !
kinerja Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
pelaksana rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. STANDAR PELAYANAN TERMINAL TIPE A
1. Standar Pelayanan Layanan Data dan Informasi Publik Terminal Tipe A

NO | KOMPONEN URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelavanan
(Service Delivery)

1. | Persyaratan | Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan
Pelayanan | operasional di Terminal Tipe A di Lingkungan Balai

Pengelola Transportasi Darat Kelas 11 Jawa Tengah adalah

scbagai berikut :

1. Penumpang/Masyarakat/Pemohon yang
membutuhkan layanan data dan informasi publik;

2. Petugas Pelayanan;

3. Kelengkapan yang bersangkutan dengan pelayanan
data dan informasi publik.

2. | Bistem, 1. Pemohon menyampaikan permohonan baik secara
Mekanisme tertulis (bersurat] atau langsung terkait data dan
dan Prosedur informasi vang dibutuhkan:

2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan data dan
informasi yang di minta, serta jika terdapat syarat vang
harus dipenuhi;

3. Petugas memberikan pelayanan jasa  meliputi
penyampaian informasi kegiatan terminal, penataan
fasilitas penunjang terminal dan data serta informasi
sesuai kebutuhan pemohon.

’ iﬂﬂ;‘:‘;,ﬂ;‘ﬁm Walktu penyelesaian paling lambat 3 {tiga) hari.

4 | Biaya/Tarf | ooy tanpa dipungut biaya

3. | Produk Data dan Informasi Terminal Tipe A
pelayanan

6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melalui:

Saran dan | 1. Layanan Contact Center BFTD Kelas 11 Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui :
a, Telepon : (0271) 7471392
b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
¢. Email: bptdkelas2ijateng@gmail com
d. Facebook : bptdkelas2iateng
e, X: (@bptdkelas2jateng
4. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol5imdephub.go.id
¢. Facebook : kemenhubl31
d. X: @kemenhubl5]
e. Instagram: kemenhubl51
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
a. Website: www lapor,gn. id
b. 5MS melalul nomor 1708
e. X: @lapor1708
d. Aplikasi android /i0S8: SP4N-LAPORI,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi (Manufacturing)




1.

| Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor ; 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lemabaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025):

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Unang Nemor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5594);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap
Pelaksanaan (TTP] Komunikasi Publik (Humas) di
Lingkungan Departemen Perhubungan:

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Anglkutan Massal
Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 306);

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

Il.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1295);

12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubshan Atas Peraturan Menterd
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun
2018 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan,

Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Fasilitas Utama :

1. Ruang Kepala Terminal Tipe A di Lingkungan Balal
Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah;
Ruang Staf Administrasi;

Ruang Petugas Keamanan;
REuang Tunggu;
Media informasi.

A Lt

Fasilitas Penunjang :

1. Fagilitas penvandang disabilitas dan ibua
hamil fmenyusui;

2. Fasilitas Kesehatan,




. Fasilitas Peribadatan;
4. Fasilitas Umum :
8. Toilet;
b, Fasilitas Kebersihan;
2, Area Merokol;
d. Fasilitas telkomunikasi danfatau area dengan
jaringan internet;
e. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri;
. Media pengaduan layanan;
E._Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

2. | Kompetensi 1. Kompetensi yang diperoleh melahui pendidikan dan
Pelaksana pelatihan yang berhubungan dengan data dan informasi
2. Pengalaman jika diperlukan.
J. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki
kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini.
3. | Pengawasan l. Dilakukan secars berjenjang hinpgga ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD
4. Dilakukan secara berkelanjutan
4. | Jumlah 1. Kepala Pengawas : 1 orang;
Pelaksana 4. Petugas pelayanan dengan sistem 3 | tiga ) shift dengan
4 [ empat | regu.
5. | Jaminan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Il Jawa Tengah
Pelayanan menjamin bahwa semua jasa layanan terminal di Terminal
Tipe A di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas 1T Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan
dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. |Jaminan Terminal Tipe A di Lingkungan Balai Pengelola
Keamanan Transportasi Darat Kelas Il Jawa Tengah menjamin bahwa
dan semua jasa layanan terminal di Terminal Terminal Tipe A
Keselamatan | di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Pelayanan Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan dengan baik
L sesual dengan peraturan yang berlaku.
7. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja secara rutin minimal 1 {satu) kali dalam 1 (satu)
pelaksana semester; dan

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

2. Standar Pelayanan Pengaturan Anglkutan Umum

NO KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penvampaian pelayanan

iService Delivery)

1. | Persyaratan Persyaratan agar bisa melaksanakan  pelayanan
Pelayanan operasional di Terminal Tipe A di Lingkungan Balai

Pengeiola Transportasi Darat Kelas [1 Jawa Tengah adalah
sebagai berikut ;

1. Bus/Kendaraan Anghkutan Penumpang;

2. Pengatur lalu lintas mengarahkan awak bus di dalam

terminal;
3. Kelengkapan yang bersangkutan dengan pelayanan
pengaturan angkutan. _
| Sistem, 1. Petugas pengatur lalu lintas mengarahkan awak bus |
Mckanisme masuk ke dalam terminal;
dan Prosedur 3. Pengatur lalu lintas mengarahkan awak bus di dalam

terminal;




3. Selanjutnya awak bus diarahkan menuju jalur
kedatangan dan menurunkan penumpang di rusng
kedatangan:

4. Kemudian bus menuju 2ona pengendapan untuk
dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya menuju jalur
pemberangkatan apabila dinyatakan laik jalan;

2. Petugas membantu penumpang naik bus dan
memberilkan himbauan keselamatan penumpang:

6. Petugas pengatur lalu lintas mengarahkan bus untuk
keluar dari jalur keberanghatan,

3. |Jangka Waktu | Total waktu yang dibutuhkan 24 jam per hari
| Penyelesaian | dilaksanakan dengan sistemn 3 | tiga ) shift dengan 4
. { empat } regu,
4. | Biaya, Tarif Gratis tanpa dipungut biaya
5. | Produk 1. Teraturnya Bus/Kendaraan Angkutan PEnUmMpang
pelayanan sesual  jalur kedatangan dan keberangkatan
penumpang;
2. Terpenuhinya data produksi kendaraan dan
PENUMPANG,
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melahai:
Saran dan | 1.Layanan Contact Center BPTD Kelas II Jawa Tengah
Masukan dapat diskses melalui :

a. Telepon : ([0271) 7471392
b. Nemor Whatsapp : 0851 8687 1392
c. Email: bptdkelasZjatengiigmail. com
d. Facebook : bptdkelas2jateng
e, X bptdkelas2jateng
{. Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses

melalui ;
a. Telepon : 151
b. Email: infol5ladephub go.id

c. Facebook : kemenhubl51
d, X: @kemenhubl5l
€. Instagram: kemenhubl51
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
8. Website: www lapor goid
b. 5MS melalui nomor 1708
c. X @laporlyT08
d. Aplikasi android /i05: SP4N-LAPOR!.

Komponen Standar Pe
di internal organisasi |

1.

Dasar Hukum

layanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

Manufacturing)
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tehun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak. serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas [Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5468);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5594);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian MNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubusngan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal
Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 306|;

11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Anglutan Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

I2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tshun
2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomer 1295);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
If%critn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor
1012}

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan.

Saransa,
Prasarang
dan/atau
Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

Fasilitas Utama !

1. Ruang Kepala Terminal Tipe A di Lingkungan Balai

Pengelola Transportasi Darat kelas [l Jawa Tengah;

2. Ruang Staf Administrasi;

3. Ruang Petugas Lalu Lintas Angloutan;

4. Ruang Petugas Keamanan;

3. Ruang PPNS dan Penguji Kendaraan Bermotor:

6. Ruang Kesehatan;

7. Ruang Teknisi;

8. Ruang Tunggu;

9. Jalur Keberanglatan;
10.Jalur Kedatangan

Fasilitas Penunjang :

1. Pos Kesehatan:

2. Fasilitas peribadatan;

3. Fasilitas Umum :
a. Toilet;
b. Fasilitas Kebersihan;
c.  Area Merokok;
d. Fasilitas telekomunikasi danfatau area dengan

jaringan internet;

e. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri;
f. Media pengaduan layanan;
g Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

1. Kompetensi mansjemen pengelolaan terminal melalui
pendidikan dan pelatihan dibidang terminal;

2, Pengalaman bertugas dibidang lale lintas dan
angkutan jalan;

3. Ditambahkan persyaratan Pegawal yang memiliki
kompetensi/ keahlian terkait produk layanan ini,

Pengawasan
Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2, Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah




dan pengawasan fungsional cleh Inspektorat Jenderal: |

3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;

4. Dilakukan secara berkelanjutan.

5. | Jumlah 1. Kepala Pengawas : 1 orang;
| Pelaksana <. Petugas Pengatur Lalu Lintas sekurang kurangnya
berjumlah :

. Terminal Tipe Al berjumlah 40 petugas;
b. Terminal Tipe A2 berjumlah 16 petugas; dan
¢. Terminal Tipe A3 berjumlah 8 .

6. |Jaminan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas [l Jawa Tengah

Pelayanan menjamin bahwa semua jasa layanan terminal di Terminal
Tipe A di Linglungan Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas 1 Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan

_ dengan baik sesual dengan peraturan yang berialu.

7. |Jaminan Terminal Tipe A di Lingkungan Balai Pengelola
Keamanan Transportasi Darat Kelas Il Jawa Tengah menjamin bahwa
dan semua jasa layanan terminal di Terminal Terminal Tipe A
Keselamatan | di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I1
Pelayanan  Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan dengan baik

| sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja secara rutin minimal 1 (satu] kali dalam 1 {satu)
pelaksans semester; dan

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

3. Standar Pelayanan Layanan Penumpang

NO | KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

URAIAN

[Service Delivery)
1. | Pérsvaratan Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan
Pelavanan operasional di Terminal Tipe A di Lingkungan BRalai

Pengelola Transportasi Darat Kelas 11 Jawa Tengah adalah

sebagal berikut :

1. Petugas Pelayanan yang melayani jasa penyvempaian
informasi dan pelayanan jaza penumpang terminal
lainnya;

2. Peralatan yang bersangkutan dengan pelayanan jasa
{asilitas terminal,

2. | Bistem, 1. Proses kedatangan penumpang di Terminal
Mckanisme a. Penumpang tiba di jalur kedatangan [Zona
dan Prosedur Perpindahan);

b.  Petugas mengarahkan Penumpang yang ingin
melanjutkan  perjalanan  menggunaksn  bus
AKDP/AKAP, menuju zona [l untuk pembelian
tiket lanjutan dan melanjutkan perjalanannya;

c. Bagi penumpang yang ingin melanjutkan
perjalanan dengan angkutan perkotaan/angkutan
perdesaan diarahkan menuju jalur angkutan
perkotaan /anghkutan perdesaan;

d. Penumpang wyang dijemput,
sclanjutnya area parkir;

e, Penumpang meninggalkan area terminal;

Bagi penumpang dengan kebutuhan khusus,

petugas keamanan memberikan bantuan dan

pendampingan kepada calon penumpang hjnggal
penumpang naik bus/meninggalkan area terminal.

2. Proses keberangkatan penumpang di Terminal |

menuju Zona I

s |




-

a. Calon penumpang/ pengantar datang memasuki |
area lerminal (Zona Perpindahan), petugas

lapangan mengarahkan kendaraan pengantar
untuk memasuki srea drop off dan/atau area
parkir;

b. Calon penumpang menuju area pelayanan (Zona
M), petugas loket melayani pembelian tiket. Calon
penumpang dan pengantar dapat memanfaatkan
area komersial/fasilitas umum terminal. Petugas
pelayanan memberikan bantuan informasi vang
dibutuhkan;

c. Penumpang bertiket memasuki Zona 1, petugas
keamanan melakukan pemeriksaan tiket dan |
barang bawaan penumpang;

d.  Penumpang menuju dan menunggu di ruang
tungegu keberanghkatan;

e. Penumpang menuju jalur keberangkatan dan
naik  bus  sesuai  tujuan  keberangkatan

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

. penumpang.
3, |Jangka Waktu | Total waktu yang dibutuhkan 24 jam per hari
Petiyelesaian dilaksanakan dengan sistem 3 | tiga | shift denpan 4
: . [ empat | regu.
4. | Biaya/Tarif Gratis tanpa dipungut biaya ,
3. | Produk 1. Pelayanan layanan kedatangan penumpang, dan
pelayanan 2. Pelayanan layanan keberangkatan penumpang sesuai
. dengan tujuan.
6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melalui:
Saran dan | 1. Layanan Contact Center BPFTD Kelas Il Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui :

a. Telepon : (0271) 7471392
b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
. Email; bptdkelas2jatengigmail com
. Facebook : bptdkelasZjateng
. X: @bptdkelas2jateng
Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: infol 5lindephub, go,id
c. Facebook : kemenhubl5]
d. X:@kemenhubls]
e. Instagram: kemenhubl51

™o O 0

a. Website: www,|apor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708

¢, X:{zlaporl708
d. Aplikasi android/i08: SP4N-LAPOR!.

Hompeonen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi (Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun

3. Undang-Undarng Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2013 tentang

l. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5025);

2009 tentang Pelayanan Publik;
2014 tentang Pemerintah Daerah ([Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |[Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);




3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Anglutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2014 Nomor 5594}

6, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tehun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Anghkutan Massal
Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomer 306);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomer 306);

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1295j;

11.Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 86 Tahun
2016 temtang Perubshan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Anglkutan Jalan,

.| Barana,
Prasarana
dan/atau
Fazilitas

Fasilitas Utama ; :
1. Ruang Kepala Terminal Tipe A di Lingkungan Balai
Pengelola Transportasi Darat kelas [T Jawa Tengah;
2. Ruang Staf Administrasi;
3. Ruang Tunggu;

Fasilitas Penunjang :
1. Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu
hamil/ menyusui;
2. Pos Kesehatan;
3. Fasilitas peribadatan;
4. Pos Polisi:
a3, Fasilitas Umiimn @
Toilet;
Rumah makan;
Area merokok;
Fasilitas ATM;
Fasilitas pengentar barang (trolley dan tenapa
angkut);
f. Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan
jaringan internet;
g. Ruang anak-anak;
h. Media pengaduan layanan;
i, Fasilitas umum lainnyva sesual kebutuhan,

b a0 os

.| Kompetensi
Pelaksana

1. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan
pelatihan;

2. Pengalaman jika diperlukan:

3. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki
kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini.

.| Pengawasan
Internal

1, Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggl Madya terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;




4, Dilakukan secara berkelanjutan,

4.| Jumlah Petugas sekurang kurangnya berjumiah ;
Pelakzana 1. Terminal Tipe Al berjumlah 8 petugas;

2. Terminal Tipe A2 berjumiah 4 petugas: dan
3. Terminal Tipe A3 berjumlah 4 petugas.

5.} Jaminan Terminal Tipe A di Lingkungan Balai Pengelola
Pelayanan Transportasi Darat Kelas I1 Jaws Tengah menjamin bahwa
semua jasa layanan terminal di Terminal Terminal Tipe A
- di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas [l
Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan dengan baik
sesuai dcggan peraturan yang berlaku,

6. Jaminan Terminal Tipe A di Lingkungan Balai Pengelola
| Keamanan Transportasi Darat Kelas 1l Jawa Tengah menjamin bahwa
dan  semua jasa layanan terminal di Terminal Terminal Tipe A
Keselamatan | di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I
Pelayanan Jawa Tengah akan mendapatkan pelayanan dengan baik
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.| Evaluasi l. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
pelaksana semester; dan

2. Pelaksansan Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

C. STANDAR PELAYANAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Standar Pelayanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang

NO KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses penyampaian pelayanan
{Service Delivery)

1. | Persyaratan | Pengawasan Muatan Angkutan Barang dilakukan dengan

Pelayanan menggunakan alat pengawasan dan pengaman jalan.
2. | Sistem, 1. Pemeriksaan Dokumen Kendaraan Bermotor
Mekaniame 2. Pemeriksaan Tata Cara Muat;
dan Prosedur |3. Pemeriksaan Daya Angkut: dan
4. Pemeriksaan Dimensi Kendarsan dan Kelas Jalan,

3. |Jangka Waktu [+ 2 - 5 menit/kendarasn (Diluar pemeriksaan dimensi
Penvelesaian kendaraan)

4. | Biaya,/Tarif Rp. 0,-

5. | Produk . .
layans Laporan Hasil Penimbangan

6. | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melahui:
Saran dan | 1.Layanan Contact Center BPTD Kelas II Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melaluj :
Telepon : [0271) 7471392
- Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
Email: bptdkelas2jatengagmail.com
. Facebook : bptdkelas2jateng
X: mbptdkelasZjateng
Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui
g Telepon: 151
b. Email: infol5 limdephub.go.id
¢. Facebook : kemenhubl51
d. X: @kemenhubl51

hrAD TR




jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

2. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang

ND | KOMPONEN URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
[Service Delivery)

I. | Persyaratan Pelaksanaan pelayanan penimbangan dilakukan dengan
Pelayanan mekanisme pelayanan dengan | [satu) platform

penimbangan (lolos uji tera).

2. | Sistem, L. Memastikan kendaraan beserta muatannya di atas alat
Mekanisme penimbangan dengan posisi seluruh rods dan sumbu
dan Prosedur kendaraan berada di atas platform:

2. Kendarasan vang berada di atas alat penimbangan dalam
eksposisi sistem pengereman tidak digunakan, transmisi
posisi netral, rotasi sistem penggerak pada posisi nol,
dak ada benda yang mempengaruhi  hasil
penimbangan; dan

3. Perckaman data dan penyimpanan data kendaraan,
Jenis barang yvang diangloat, berat muatan dan asal
tujuan kendaran angkutan barang

3. ';Emnlﬂikmﬂ:;gﬁm t+ 2 = 5 menit/kendaraan

| 4. | Biaya/Tard Rp.0,-

5. | Produk
pelayanan Diata yang terinput ke dalam aplikasi JTO

6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langsung melalui;

Saran dan | 1.Layanan Contact Center BPTD Kelas 1l Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui -

a. Telepon : ({0271) 7471392
b. Nemor Whatsapp : 0851 B687 1392
¢. Emall: bptdkelas2jatengamgmail.com
d. Facebook : bptdkelas2jateng
e. X i@bptdkelasZiateng
f. Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: info] o lEdephub.go.id

c. Facebook : kemenhubl51]
d. X:@kemenhubl5]
e. Instagram: kemenhubl51
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
8. Website: www lapor.go id
b. SMS melalui nomor 1708
. X:@lapor] 708
d. Aplikasi android /108 SP4N-LAPOR!,

l

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

1

di internal organisasi|Manu i

Dasar Hulkum

1. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anghkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80




3,

e. Instagram: kemenhub13]

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

8. Website: www lupor.go. il

b. SMS melalui nomor 1708

c. X: @lapor] 708

d. Aplikasi android /i0S: SP4N-LAPOR!,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelavanan

di internal organisasi

Dasar Huloam

Manfacturing

2.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu |
Lintas dan Angkutan Jalan:
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
Kementerian Perhubungan;

tentang

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021

tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di
Jalan;

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Nomor 736 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
‘l;'L:E.-n-elenmmn Penimbangan Kendaraan Bermotor di
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun
2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas
Pelanggaran Muatan Lebh [Owver Loading) Dan/Atau
Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimensgion).

Sarana,
Prazarana
dan/atau
Fasilitas

. Gedung Unit

Felaksana
Bermotor di Jalan:

Penimbangan Kendarasn

. Alat Penimbangan vang dipasang secara tetap; dan

Sistem Informasi yang didukung aplikasi penimbangan. |

Kompetensi
Pelaksana

. Ditambahkan

- Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan

pelatihan;

Pengalaman jika diperfukan;
persyaratan Pegawai yang memilikd

kompetensi/keahlian  terkait Pengujian Kendaraan

Bermotaor,

Pengawasan

Internal

Lk BD i

. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD,
. Dilakukan secara berkelanjutan:
. Pengawasan yang dilakukan dapat bersifat insidentil

apabila diperlukan.

Juralah
Pelaksana

MW e

- Kepala BPFTD Kelas [l Jawa Tengah : 1 orang;
. Kepala Seksi

Lalu Lintas Jalan Sungsi Danau
Penyeberangan dan Pengawasan - 1 orang;
Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB ! 1 orang;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 2 orang;

- Penguji Kendaraan Bermotor ; 2 orang,

Jamiran
Pelayanan

- Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan scsuai dengan

Standar Operasional Prosedur vang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan;

. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, telit,

cekatan,/ responsif, komunikatif, sopan, dan santun,

Jaminat

Keselamatan
Pelayanan

- Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasisanmnya

dan tidak disebarluaskan;

- Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan

dari atasan langsung.

Evaluasi
kinerja

. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masvarakat

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan

secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan
secara

berkala sctelah pemberian layanan kepada pengguna




Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan |
Kendaraan Bermotor di Jalan dan  Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 20109
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan
Kendaraan Bermotor di Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021
tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan
Penyeclenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di
Jalan,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: dan
Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Nomor 736 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di

3.

6. Traffic Cone dan Water Barrier.

. Gedung Unit

- Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap {lolos uji

. Separu Safety, Masker, Topi, Jas Hujan, Pelindung

- Sarung Tangan, Rompi, Stick Lamp, Handy Talky,

Jalan,
Pelaksana Penimbangan Kendaraan
Bermotor di Jalan:

teral;
Sistem Informasi yang didukung aplikasi penimbangan:

Kepala;

Peluit:

Kompetensi
Pelaksana

(]
&

Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan
pelatihan;

Pengalaman jika diperlukan;

Petugas Penimbangan Kendaraan Bermaotor.

Pengawasan
Interneal

3 B3 | L0 D

Pengawasan internal oleh Kepala BPTD;

Dilakukan secara berkelanjutan;

Fengawasan yang dilakukan dapat bersifat insidentil
apabila diperiukan.

Jumiah
Pelaksana

I{Epadﬂ BPTD Kelas Il Jawa T’:ngah 1 orang;

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungal Danau
Penyeberangan dan Pengawasan : 1 orang:

Pengawas Satuan Pelayanan UPPKE : 1 orang;
Penyvidik Pegawai Negen Sipil : 2 orang;

Penguji Kendaraan Bermotor : 2 orang;

Petugas Pengatur Lalu Lintas : 4 orang ( 1 regu);
Petugas Input Data : 4 orang | dalam 4 regu 24 jam);
_Petugas Penimbangan : 4 orang | dalam 4 regu 24 jam).

Jaminan
Pelayanan

-F“:'-TF"!'-":"'P-’ o

. Pelayanan pemeriksaan berat

kendargan  sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku
dan menjamin ketepatan waktu pelayanan;

Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.

Jaminan

dan
Keselamatan
Pelavanan

. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya

dan tidak discbarluaskan;
Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi
kinerja
pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
secara rutin minimal 1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan

. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara

bericala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.




3. Standar Pelayanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang

NO

KOMPONEN

URAIAN

'_=

Komponen Standar Pela&ranan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |

(Service Delivery)

L. Fr_l':}rnmmn

Pelayanan

Penindakan terhadap pelanggaran diberikan

pelanggaran yang berupa:

1. Pelanggaran dokumen kendarsan dan ketidaksesuaian
dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis
barang yang dianglut;

- Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang
beserta muatannya yang melebihi 5% dari Jumlah
Berat yang diizinkan / JBI (lima per seratus dari JBI):

- Pelanggaran tata cara pemuatan barang;

4. Pelanggaran dimensi kendaraan:

- Pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) terhadap

kelas jalan;

Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan.

untuk

2. | Sistem,

Mekanisme
dan Prosedur

1. Korsatpel menugaskan PPNS untuk melakukan
penindakan pelanggaran;

PPNS menerima laporan pelanggaran dari pemeriksa;
FPFNS membuat berita acara pelanggaran lalu lintas
dan angkutan jalan;

PPNS membuat laporan hasil penindakan pelanggaran
lalu lintas dan angkutan jalan;

Pengelola administrasi perkantoran menyimpan dan
mencatat barang bukti pelanggar; dan

Pengiriman berkas perkara pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan ke Pengadilan Negerl melalui Korwas
PPNS tembusan Kejaksaan Negeri dan Satlantas
setempat

Jangka Waktu
Penyelesaian

% 5-15 menit/kendaraan

Biaya/Tarif

Rp.0,-

Produk
pelayanan

Surat Tilang Lalu Lintas dan Anghutan Jalan

6. | Penanganan

Saran
Masulkan

Pengaduan,

dan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melalui:
1.Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah
dapat diakses melahui ;
a. Telepon : [0271) 7471302
b. Nomor Whatsapp : 0851 B6BT 1392
c. Email: bptdkelas2jatengigmail.com
d. Facebook : bptekelas2jateng
e, X: @bptdkelasljateng
[. Instagram: bptdkelasZjateng
Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalu
Telepon : 151
Email: infol 5 liidephub.go.id
Facebook : kﬂu:nhuhlal
X @kemenhubl3l
Instagram: kemenhubl51
3. Eanal pengaduan SP4N-LAPOR!
8. Website: woww Japor.go.id
b. SMS melalui nomor 1708

1




c. X:(@lapor1 708
d. Aplikasi android/10S: SPAN-LAPOR!,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisas! (Manufacturing)

1.

=y

Dasar Hukum

2,

Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun
2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
dan  Penyelenggarasan Penimbangan Kendaraan
Bermotor di Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomeor 19 Tahun
2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
dan

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di
Jalan.

Barana,
Prasarana
dan/fatau
Fasilitas

o

. Gedung Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

Bermotor di Jalan;

Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap (lolos uji
teraj;

Alat Tulis Kantor; dan
Sistem Informasi
penimbangan.

yang diduloing aplikasi

Kompetensi
Pelaksana

i
-

Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan
pelatihan;

Pengalaman jika diperlukan; dan

Pegawai yang memiliki kompetensi/keahlian PPNS

Pengawasan
Internal

@ 1w

Pengawasan internal oleh Kepala BPTD,

Dilakukan secara berkelanjutan

Pengawasan yang dilakukan dapat bersifat insidentil
apabila diperlukan.

Jumlah
Pelaksana

2. Kepala Seksi

Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah : 1 OTANg
Lalu Lintas Jalan Sungai
Penyeberangan dan Pengawasan : 1 orang
Petugas PPNS : 1 orang

Pengiji Kendaraan Bermotor : 1 orang
Administrasi perkantoran : 1 orang

Danau

Jaminan
Pelavaran

=& B L2

Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan; |

« Dnlayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,

Jaminan
Keamanan

Kesclamatan
Pelavanan

........

. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya

dan tidak disebarluaskan;

Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung.

Evaluasi
kinerja

. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan

secara rutin minimal 1 ([satu] kali dalam 1 (satu)
tahun; dan




]

= Pelaksanaan Survel Hepuasan Masyarakat secara

berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
Jjasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

D. BTANDAR PELAYANAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN

PENYEBERANGAN

1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

(Service Delivery)
1. | Persyaratan Sural permohonan dari pengguna jasa PT. ASDP
Pelayanan ' Pemohon menyiapkan dokumen berupa surat permohonan
dengan lampiran antara lain:
= Surat Pernyataan Nahkoda
- Crew List
< Seluruh Dokumen Kapal Jasa Labuh
- Jasa Tambat
- Jaga Labuh
- Jasa Navigasi
- Bungker
- Persyaratan KKP dan Buku Kesehatan
- Pemmyataan Lashing
2. | Sistem, . Pemilik atau Operator kapal Sungai, Danau dan
Mekanisme Penyeberangan mengajukan permohonan secara tertulis
dan Prosedur kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat

Persetujuan Berlayar;

- Pemilik atau Operator kapal Sungai Danau dan

Penyeberangan  mengajukan permohonan  kepada
Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan:

- Permohonan tertulis dilengkapi dengan :

a. Surat pernyataan Nahkoda: dan

b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban pada kapal sesuai
dengan peruntukkan pada kapal Sungai, Danau,
dan Penyeberangan.

- Bentuk dan isi permohonan surat persetujuan berlayar,

sural pernyataan nahkeds dan daftar pemenuhan |
kewajiban kapal terhadap bukti pemenuhan terlampis; |

. Berdasarkan permohonan dari pemilik operator kapal

Sungai, Danau dan Penyeberangan Syahbandar
melakukan pemeriksaan administratif berupa
kelengkapan, validitas surat dan dokumen kapal:

- Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi maka

Svahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan
menerbitkan  hasil pemeriksaan  administratif dan
apabila pemeriksaan administratiil belum terpenuhi
maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan
menyampatkan Surat  Pemberitahuan Kekurangan
Persyaratan Administratif kepada nahkoda atau pemilik
kapal/ penanggung jawab Perusahaan untuk
dilengkapi;

. Dalam hal BSyahbandar Sungai, Danau dan

Penyeberangan mendapat laporan dan/stau mengetahul
bahwa kapal yang akan berlayar tidak mememuhi
persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal malka
Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan teknis
kapal;

. Pemeriksaan teknis kapal terdiri atas :

a. Kelaikan konstruksi, permesinan dan perlistrikan
pada kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;




b. Kelaikan pengawakan kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

c.  Alat komunikasi kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

d. Alat Kesclamatan kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

e. Alal Pemadam kebakaran Sunggi, Danau dan
Penyeberangan;

f.  Peralatan navigasi dan radio kapal Sungai, Danau
dan Penyeberangan;

Peralatan pencegahan pencemaran kapal Sungai,
Danau dan Penyeberangan;

h. Tanda selar kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan; dan

i.  Apabila pemeriksaan teknis telah sesuai maka
Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan
menerbitkan hasil pemeriksaan teknis dan apabila
pemeriksaan  teknis  belum  sesuai maka
Syahbandar Sungei, Danau dan Penyeberangan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan
Persyaratan kepada Nahkoda atau pemilik kapal/
penanggung jawab Perusahsan untuk dilengkapi.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan teknis
sehagaimana dimaksud di atas maka Syahbandar
Sungai, Danau dan Penyeberangan menerbitkan Surat
Persetujuan Berlayar;

10.Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat
menunda keberangkatan kapal jika belum memenuhi
persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau
pertimbangan cuaca;

11.Pemilik kapal/ penanggung jawab Perusahaan, operator
kapal atau nahkods harus mengsjukan permohonan
penundaan keberangkatan kapal kepada Syahbandar
Sungai, Danau dan Penyeberangan;

12.Dalam hal penundasn keberangkatan kapal Sungai
Danau dan Penyeberangan melebihi 24 {dua puluh
empat] jam darl waktu tolak/keberangkatan kapal yang
telah ditetapkan, maka pemilik kapal/ penanggung
jawab perisahaan, operator kapal, atau nahkoda harus
mengajukan  permehonan  ulang  penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar,

13.Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan pencabutan
oleh Syahbandar, pencabutan dilakukan dalam hal:

a. Kapal tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan,
melebihi jadwal operasi yang telah ditetapkan:
dan/atau

b. Perintah tertulis dari pengadilan,

14.Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud
dapal dilakukan pembebasan, pembebasan SPB berlaku
bagi kapal dalam keadaan sebagai berikut:

a.  Kapal yang untuk sementara berlayar keluar
Pelabuhan dengan tujuan memberilkan bantuan

pertolongan kepada kapal vang dalam lkeadaan

bahaya; dan/atau
b. HKapal yang menyinggahi Pelabuhan karena
keadaan darurat.
3. |Jamgla Wakbu | ; o0 hari et

Tidak ada PNBP

Surat Persetujuan Berlayar

2. | Produk
pelayanan

6. | Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara

langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah
dapat diskses melabui :




a. Telepon : (0271} 7471392
b. Nomor Whatsapp ; 0851 8687 1392
c. Email: bpidkelas2jatengagmadil. com
d. Facebook : bptdkelasZiateng
e, K @hptdkelas2jateng
f. Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a., Telepon : 151
]‘J. EII'.I.-EI;H.' i|'|||,'-i 51 .fli-’_‘é'l‘ll,ﬂ'._l,gq_ 1€1
¢. Facebook : kemenhubl51
d. X:i@kemenhubl51
e. Instagram: kemenhubl51
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
a. Website: www lapor go.id
b. SMS melalui nomor 1708
c. X: @leporl703
d. Aplikasi android/iOS;: SP4N-LAPORL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi [Mumgfacmnng}

1. | Dasar Hukum Internasional Safety Maritime Code Tahun 1993;

2. Marine Pollition Prevention (| MAPROP | Tahun 1973;

3. Bafety Of Life At Sea (Solas) Tahun 1974 Amandemen
2020;

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
KP.3795/AF.003/DRJD/2020 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan
Sungal, Danau dan Penyeberangan;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : KP.6014/AP.003/DRID/ 2020 tentang Pedoman
Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat

Persetujuan Berlayar;
8. Burat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SE.16/KP.004 /DRJD /2020 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Operasional
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh
Balai Pengelola Transportasi Darat;

9. Surat dari Direktorat Jenderal perhubungan Darat
Nomor : AP.402/6/7DJPD /2021 Hal Penyampaian SOP
Penerbitan SPB dan SPOG Kapal Sungai Danau dan
Penyeberangan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
KP./DRJID/5647 /2023, tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Sungal, Danau

dan Penyeberangan.
2. | Sarana, 1. Komputer;
Prasarana 2. Printer;
dan/atau 3. Scanner:
Fasilitas 4. Stempel;
5. Form Surat Persetujuan Berlayar; dan
6.  Alat komunilnsi.
3. | Kompetensi | 1. Memiliki kompetensi  Kesyahbandaran  minimal
Pelaksana Pembantu Syahbandar; dan
2. Mengilouti pelatihan pengoperasian pelabuhan

penyeberangan.




4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPFTD;
4. Dilakukan secara berkelanjutan,
3. |Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas [l Jawa Tengah : 1 Orang;
Pelaksana | 2. Kepala Seksi LLJSDPP: 1 Orang;
|3, Syahbandar : 1 Orang;
4, Syahbandar Pembantu : | Orang;
3. Operator Komputer : 1 Orang;
| 6. Staff Administrasi Satpel : 2 Orang.
6. | Jaminan 1 Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesual dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku  dan
menjamin ketepatan waktu pelayanan;
2 Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7. |Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya
g:ﬂmﬂnﬂn dan tidak disebarluaskan dalam lampiran manifest;
n ¢
AR, - .::-Tml,:n l;;_l-l:?m telah mendapatkan penugasan
Pelayanan
8, | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja pecara rutin minimal 1 (zatu) Kali dalam 1 (satu) tahun;
pelaksana dan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyvarakat secars
berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna
jasa puna perbaikan dan peningkatan kinerja lavanan,

2. Standar Pelayanan Surat Persetujuan Olah Gerak Angkutan Sungai Danau dan
Penyebherangan

NOQ

KOMPONEN

URAIAN

Eomponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

[Service Delirery)

I.

Persvaratan
Pelayanan

Pemohon menyviapkan dokumen berupa surat permohonan
dengan lampiran antara lain:

= Surat Pernvataan Nahkoda
- Crew List
- _Seluruh Dokumen Kapal

Sistem,
Melarisme
dan Prosedur

iy oA m R

a.

Ts

Permohonan diajukan oleh Pemilik/ dikuasakan dengan
melampirkan aratan;

Disposisi Kepala BPTD Eelas 1T Jawa Tengah ke Kepala
Seksi LLJSDPP dan mendelegasikan ke Syahbandar;
Svahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen kapal;

Memproses pembuatan/penerbitan Surat Persetujuan
Olah Gerak Kapal,

Penomoran den pengarsipan oleh pihak Satuan
Pelavanan Pelabuhan Penyeberangan dan mengirim
arsip ke BFTD Kelas 1 Jawa Tengah;

Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah/ Syshbandar
menandatangani SPOG yvang telah diterbitkan; dan
Penyerahan SPOG dan dokumen kapal terkait.

3. | Jangka Waktu - :
Penveléaginn Maksimal 5 hari kerja

4. | Blaya/Taril | 7igak ada PNBP

5. | Produk

pelavanan

Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal




6. | Penanganan
Pengaduan,

Saran dan
Ma=ulearn

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
langsung melakhai:
1.Layanan Contact Center BPTD Kelas Il Jawa Tengah

dapat diakses melalui ¢

a. Telepon : (0271) 7471392

b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392

e. Email; bptdkelas2jateng@gmail .com

d. Facebook : bptdkelas2jateng

e. X @hptdkelas2jateng

f. Instagram: bptdkelas2jateng

Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui ;

Telepon : 151

Email: infolSladephub.go.id

Facebook : kemenhub151

X: mkemenhublsl

Instagram: kemenhubl51

I{anal pengaduan SP4N-LAPOR!

a, Website: www lapor.go.id

b, 8MS melalu nomor 1708
[ &

. X (mlaporlTO8
d. Aplikasi android/i0S: SP4N-LAPORY,

PR T

Komponen Standar Pelaynnan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

di internal organisasi (M

Hnm.r,famum_ﬂ

1. Dasar Huloam

P-‘F'-""'

Internasional Safety Maritime Code Tahun 1993;

Marine Pollition Prevention | MAPROP ) Tahun 1973;
Safety Of Life At Sea (Solas) Tahun 1974 Amandemen
2020,

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: KP.37T95/AP.003/DRJID/2020 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor SE.26/AP.005/DRJD/2020 tentang Format
Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Momor: SE. 16/KEP.004 /DRID /2020 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan
Operasional Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan oleh Balai Pengelola Transportasi
Darat,

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Momor: KP.JDEJD/58647/2023/ tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan
Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2 Sarana, 1. Komputer;
Prasarana 2. Printer;
dan fatau 3. Scanner:
izt 4, Stempel;

5. Form Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal; dan
_ 6. Alat komunikasi.
| 3. | Kompetensi 1. Memiliki Kompetensi Kesyahbandaran  minimal

Pelaksana Pembantu Syahbandar;




2. Mengikuti  pelatihan
penycberangan,

pengoperasian pelabuhan

4. | Pengawasan 1. Dlakukan secara berjenjang hingga  ditingkat |
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggl Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional cleh Inspektorat Jenderal;
3. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; dan
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah 1. HKepala BPTD Kelas 11 Jawa Tengah : 1 Orang;
Pelaksana 2. Kepala Seksi LLJSDPP: 1 Orang;
3. Syahbandar : 1 Orang;
4, Syahbandar Pembantu : 1 Orang;
5. Operator Komputer : 1 Orang;
| B, Staff Administrasi Satpel : 2 Orang.
6. | Jaminan | Dilayani Petugess yang memiliki sifat ramah, teliti,
Pelayanan cekatan/responsil, komunikatif, sopan, dan santun.
7. | Jaminan 1. Data dan informasi kendaraan dijamin
Keamanan kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan;
dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatian penugasan
Keselamatan dari atasan langsung.
Pelayanan
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
kinerja secara rufin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
pelaksana tahun; dan

4. Pelaksanaan BSurvei Kepuasan Masyarakat secars
berkala setelah pemberan layanan kepada pengguna

jasa puna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

. Standar Pelayanan Pengawasan Pengizian BBM [BUNGKER)

NG

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan

[Service Delivery)
L. g:;:_fmtan | Surat Permohonan Pengawasan Pengisian BBM /Bungher
2, | Sistem, I. Pemohon mengajukan permohonan ke BPTD dengan
Mekanisme mengirimkan softcopy persyaratan;
dan Prosedur 2. BPTD melakukan verifikasi data;
3. Melakukan Penerbitan Kode Billing (Kode Billing
berlalcu 7 hari); dan
4., Membuat Surai Balasan Permohonan Pengawasan
Pengisian BEM/BUNGKER.
5, | Jangka Waktu ey
Petiyeleseian 3 hari kerja
6. | Biaya/Tarif 1. Curah padat {solid bulk) per Ton Permuatan Rp. 25,-
2. Curah cair {liquid oil and chemieal in bulk} per Ton
per Muatan Rp. 30,-
3. Curah Gas (liquified and pressure gas) per Ton Per
Muatan Rp. 35,-
(PP Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
F Rementerian Perhubungan) e
bl s Permohonan Pen san Pengisian BBM
pelayanan gEwWa gigian Bungker)
3. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, langaung melahoi:
Saran dan | 1. Layanan Contact Center BFTD Kelas Il Jawa Tengah
Masukan dapat diakses melalui :




a. Telepon : (0271) 7471392
b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
c. Email: bptdkelas2jateng@email. com
d. Facebook : bptdkelasZjateng
e X @bptdkelasljateng
f. Instagram: bptdkelas2jateng
2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses
melalui :
a. Telepon : 151
b. Email: mio I_ ] _._.'_||- phub ) il
¢, Facebook : kemenhubl151
d. X: @kemenhubl51
e, Instagram: kemenhubl151
3. Kanal pengaduan SPAN-LAPOR!
a, Websile: www lapor go id
b. SMS melalui nomor 1708

e X @laporl 708
d, Aplikasl android /i0S: SP4N-LAPOR!,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
di internal organisasi{Manufacturing)

1.

Dasar Hukum

l. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

4, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal
Angkutan Penyeberangan;

@. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor KP.3424/AP.402/DRID/2020 tentang Kapal
Sungai dan Danau;

6. PP No, 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Taril Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan.

2. | Barana, 1. Komputer
Prasarana 2. Printer;
dan/atau 3. Secanner; dan
Fasilitas _ | 4. Alat Tulis Kantor.
3. | Kompetensi 1. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan
Pelaksana pelatiharn:
2. Pengalaman jika diperlukan; dan
3. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki
kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini,
4. | Pengawasan |1, Dilakukan sccara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal:
3. Pengawasan internal oleh Kepala BFTD:
4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah 1. Kepala BPTD Kelas Il Jawa Tengah: 1 Orang
Pelaksana 4. Kepala Seksi LLISDPP: 1 Orang
3. Team PNBEP : 1 Orang
4. Operator Kemputer : 2 Orang;
5. Staf Satpel Pelabuhan Penycberangan : 2 Orang,
6. |Jaminan 1. Pelayanan pemeriksaan fisik kendarasn sesuai dengan
Pelayanan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan

menjamin ketepatan waktu pelayanan;
2. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti,
cekatan /responsif, komunikatif, sopan, dan santun,




Jaminan 1. Data dan informast kendaraan dijamin
Eeamanan kerahasiaannya dan tidak discbarluaskan:

dan 2. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan
Hesclamatan dari atasan langsung;:

Pelayanan

E:f]:::““ Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
peliksana rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun. __I




Lampiran [1

Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas [1 Jawa Tengah
Momor DS -BPTRTRTENG (313 Tahun Toid
Tanggal : 2% Pespmbur 1013

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas Il Jawa Tengah menyatakan
sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati
janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai kﬂt:g.m.an

peraturan perundang-undangan.”

Surakarta, 1% Desember 20




